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MOTTO 

“Terus berpikiran positif, tidak peduli seberapa keras kehidupan yang dijalani”. 

– Ali Bin Abi Thalib 

“Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat     

bermimpi! Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang 

sebenarnya kejam.” 

– Jenderal Besar Soedirman 

“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan, dan 

kekecewaan, tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya” 

– Joseph Addison 
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Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam  

semesta, dengan segala kuasa-Nya serta ridho-Nya sehingga karya ilmiah yang 

penulis tulis ini dipersembahkan  dan diperuntukan bagi orang-orang  

yang penulis cintai dan sayangi: 

 

Ayahanda dan Ibunda penulis terkasih, 

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhinngga, 

penulis persembahkan kepada ayah dan ibu yang telah mendidik, merawat, men- 
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jaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang 

berguna bagi agama, bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat 

penulis balas, doa serta harapan semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini 

menjadi sebuah kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis. 

Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih 

mandiri. Doa serta ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga 

ayahanda di lapangkan kuburnya dan ibunnda selalu mendapatkan lindungan-Nya. 

Dihaturkan sembah sujud untuk ayahanda dan ibunda berdua. 

 

Dosen pembimbing skripsi penulis, 

Terima kasih kepada Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. 

Suprapto, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan dan nasihatnya hingga selama ini, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai 

dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan teladan dan panutan penulis. 
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Permasalahan korupsi yang dihadapi dewasa ini sudah bukan hanya permasalahan 

nasional sebuah negara saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional. 

Korupsi yang terjadi sudah memasuki lintas batas negara. Bahkan hal ini ditegaskan 

dalam alinea keempat Mukadimah Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi (UNCAC) 

Tahun 2003 bahwa “convinced that corruption is no longer a local matter but a 

transnasional phenomenon that affects all societies and economies, making 

international cooperation to prevent and control it essential.” Dari pernyataan 

tersebut kita dapat memahami bahwa fenomena korupsi sudah menjadi fenomena 

lintas negara yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan 

kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantasnya. Apalagi banyaknya 

melihat kasus-kasus korupsi yang telah melakukan tindak pidana korupsi lalu kabur 

ke negara asing agar lolos dari jeratan hukum yang ada di negara asalnya. Dalam 

pembuktian di persidangannya pun harus memerlukan alat bukti untuk dapat 

membuktikan apakah seorang yang melakukan tindak pidana tersebut benar atau 

tidaknya telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun karena pelaku tindak pidana 

ini melarikan diri ke negara asing, maka adanya upaya pemerintah untuk 

menghadirkan alat bukti yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana korupsi 

tersebut ke negara asalnya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu 

negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau 

barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini 

mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin 

canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerja sama antara negara yang satu 

dengan negara yang lain. Kerja sama antarnegara diperlukan untuk mempermudah 

penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara 

Diminta. Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama 

antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan 

perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik 

Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja 

sama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang 

mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, 

serta proses hukum acaranya. 

Hal inilah yang menjadi persoalan penting dari penarikan alat bukti tindak pidana 

korupsi di luar negeri ke persidangan negara asalnya dan bagaiamana kewenangan 

dari aparat penegak hukum dan lembaga negara dalam penarikan alat bukti tindak 

pidana korupsi ke persidangan. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk upaya pemerintah dalam 

penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan Untuk 

mengetahui kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait 

penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu salah satu 

jenis penelitian dalam sebuah penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian 

norma hukum dengan meneliti dan menganalisa data primer peraturan perundang-

undangan, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan pokok-pokok 

permasalahan penelitian. Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni bersifat 

deskriptif serta tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengenai 

kekaburan norma hukum. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan. 

Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa: 

1. Bentuk upaya pemerintah dalam penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di 

luar negeri ke persidangan adalah dengan Pemerintah Republik Indonesia 

meminta bantuan dengan membuat perjanjian Internasional melalui Kerjasama 

dengan beberapa negara untuk meminta bantuan kepada negara asing dan 

sebaliknya yaitu melalui MLA (Mutual Legal Assistance) atau Bantuan Hukum 

Timbal Balik yang diatur dalam UU 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal 

Balik dalam Masalah Pidana merupakan suatu sarana atau wadah dalam 

permintaan bantuan kepada Negara lain yang memiliki tujuan untuk 

memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta 

dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman 

dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan 

negara asing. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Bantuan Timbal 

Balik) merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap suatu perkara yang 

melibatkan dua negara atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan Negara Diminta. 

2. kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait penarikan 

alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan dilakukan oleh 

sebuah sebuah pejabat pemegang otoritas pusat (Central Authority) yang 

berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik 

masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan 

timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. Central Authority sebagai 

wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya yang 

memiliki kewenangan diantaranya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam proses peradilan 

pidana terhadap penarikan suatu perkara yang berada di negara asing, yang 

meliputi Republik Kepolisian Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM, 

Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan 

(selanjutnya disingkat PPATK). 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk upaya pemerintah dalam 

penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan dan untuk 

mengetahui kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait 

penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan, 

pendekatan penelitian dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan. 

Menurut hasil penelitian penulis: Pertama, Pemerintah Republik Indonesia 

meminta bantuan dengan membuat perjanjian Internasional melalui Kerjasama 

dengan beberapa negara asing untuk meminta bantuan dan sebaliknya. Untuk 

mendapatkan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke psidangan melalui 

MLA (Mutual Legal Assistance)/Bantuan Hukum Timbal Balik yang diatur dalam 

UU No. 1 Tahun 2006 merupakan suatu sarana atau wadah dalam permintaan 

bantuan kepada Negara lain untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap suatu perkara yang melibatkan dua 

negara atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan 

Negara Diminta. Kedua, kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga 

negara terkait penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke 

persidangan dilakukan oleh sebuah pejabat pemegang otoritas pusat (Central 

Authority) sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau 

sebaliknya yang memiliki kewenangan, diantaranya untuk melakukan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 

proses peradilan pidana terhadap penarikan suatu perkara yang berada di negara 

asing, yang meliputi Republik Kepolisian Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik 

Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM, 

Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(selanjutnya disingkat PPATK). 

 

Kata Kunci: Alat Bukti, Tindak Pidana Korupsi 
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